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Abstract: Thisresearch aim at the efectivenessRUTRK —RDTRK 1992 —2012 Colomadu Regionin
Karanganyar Residence. Will beimplemented and to seen fromit’s content and contexs policy, also
the constrains and push factor in implementation the policy it is the research of target. How the
regulation of agricultural land use?. Colomadu located in avery strategic and high economic poten-
tial, mayority itslands are agricultural land use, transfer from agriculture to business oriented it's
very high. This research includes qualitative research with informants bureaucracy, developer,
businessman and farmer land owners. which is determined by swowbolling technique. The collected
datawere analyzed with the method of interactive analysis. Theresult of the research indicated that
: the implementation RUTRK —RDTRK 1992 — 2012 Col omadu Region ismore economic priority
than law enforcement for existence agricultural land use as “food stock” and land use contral, this
phenomenon will be sustainable for the strategy to protec agriculture with agricultural land as

enternity land.

Keysword: Implementation, transfer function, land control, land use, cotcmant area.

Indonesiaadalah NegaraAgraris, dimanahingga
tahun 2000 terdapat sekitar 17,9 juta usahatani
dengan jumlah areal pertanian sebanyak 15,4 juta
hektar atau rata-rataper petani mengusahakan lahan
pertanian 0,74 jektar (Andik Haryanto, 2000:201).
Namun realitamenunjukkan Indonesiabukanlah
negarayang kuat dibidang pertanian, di kawasan
AdgaTenggarasekdipun. Hd ini terbukti mashharus
mengimpor berasdari negara-negaraseperti Thai-
land, Vietnam dan bahkan dari Jepang.
Menghadapi kenyataanini bukan berarti pe-
merintahtidak berbuat apa-apa, usashamendorong
pertumbuhan sektor pertanian bayak dilakukan me-
lalui serangkaian kebijakan seperti, pemberian
subsidi pupuk, pembangunan saranapertanian be-
rupasauranirigasi, pembelian gabah oleh peme-
rintah, diupayakan terus peningkatan kesg ahteraan
petani, namun hasilnyamasih jauh dari harapan.
Hambatan yang dihadapi dissbabkan olehantaralain,
terjadinyaaihfungs lahan pertanian ke non per-
tanian frekwensinyaterus meningkat, menurunnya
ketersediaan air dan dayadukung prasaranairigas
rendahnyamutu komoditas pertanian sertarendah-
nyakemampuan dan akses petani terhadap sumber

dayaproduktif.

Perintah-perintah implemantas kebijakan
mungkin telah diteruskan secaracermat, jelas, dan
konsisten namun bila parapel aksanayang adadi
lapangan kekurangan sumber dayayang diperlukan
untuk pel aksanaan kebijakan, maka implementas
kebijakan tersebut tidak dapat efektif. Beberapa
sumber yang dibutuhkan dalamimplementas kebi-
jakanantaralain: staf yang professiond yang mem-
punyal ketrampilan pengelolaan, Informas yang me-
nyangkut bagai manamel aksanakan suatu program
kebijakan daninformasi tentang ketaatan personil-
personil lain terhadap peraturan-peraturan peme-
rintah, wewenang, sertafadilitas.

Sumber yang paling penting dalam mel ak-
sanakan kebijakan adalah staf. Para pelaksana
harus mempunyal keterampilan-ketrampilanyang
diperlukan untuk mel aksanakan pekerjaan. Kurang-
nyapersonil yang terlatih baik akan menghambat
pel aksanaan kebijakan yang menjangkau banyak
pembaruan. Salah satu masalah yang dihadapi
pemerintah adal ah sedikitnyape abat yang mempu-
nya keterampilan-ketrampilan pengelolaan, latihan-
latihan atau training yang diberikan kepada para
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pel aksanasangat minim, sehinggakemampuan pro-
fessond merekamengaami kebnaikanyang cukup
lambat. Kurangnyaketerampia n pengel olaan me-
rupakan masal ah besar yang dihadapi pemerintah
daerah hal ini disebabkan oleh minimnyasumber
yang dapat digunakan untuk latihan professional,
kesulitan dalam merekrut dabn mempertahankan
administrator-administrator yang kompeten, dan
rendahnyajaminan kerjayang telah banyak men-
dorong orang untuk menghindari pekerjaan di
birokras pemerintah.

Informas merupakan sumber penting dalam
implementas kebijakan, inforams mempunayi dua
bentuk (1) infornmas mengenal bagaimanamel ak-
sanakan suatu kebijakan. Pelaksana perlu menge-
tahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana
merekaharusme akukannya. Dengan demikian para
pel aksanaharusdiberi petunjuk untuk melaksanakan
kebijakan (2) datatentang ketaatan personil terhadap
peraturan-peraturan pemerintah. Parapelaksana
harus mengetahui apakah orang-orang lain yang
terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati
undang-undang atau tidak.

Fasilitas fisik bisa merupakan sumber
penting dalam implementas kebijakan. Akibat dari
kekurangan fasilitas mungkin dapat berlangsung
dramatis, misanya rumah tahanan yang penuh sesk,
kekurangan persenjataan militer dan sebagainya.

Menurunya lahan pertanian yang diaki-
batkan oleh meningkatnyakonvers |ahan pertanian
subur dan beririgas teknisbagi peruntukkanlain,
hd ini dikarenakan olehtimpangnyanila “land rent”
(hasil dari tanah pertanian) dibandingkan untuk
pemukiman danindustri, jugadiakibatkan lemahnya
penegakan peraturan yang terkait dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditingkat lokal
(RJIPMN 2004 —2009).

Penerimaan sebuah program dari peme-
rintah oleh masyarakat menjadi hd yang vitd, tanpa
dukungan partisipas masyarakat sebuah kebijakan
akan menemukan hambatan-hambatan yang ber-
ujung padagagd nyasebuah implementas kebijakan.
dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap ssbuah
kebijakan terjadi bilais kebijakan dirasa cocok
dengan harapan merekaatau minima mempresen-
taskan tuntutan sebagian besar masyarakat, sehingga
kepatuhan dan daya tanggap masyarakat akan
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muncul. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh
Grindle(1980:174), bahwaberikut: ” setel ah kebi-
jakanditransformasikan, makakebijakan dilakukan,
keberhasilan ditentukan oleh dergjat implementas
ini sendiri”. Sdainitu Grindlemenyebutkan beberapa
faktor yang mempengaruhi implementas kebijakan
addah:

a. |s Kebijakan yang terdiri dari: kepentingan
kelompok sasaran, manfaar kegijakan, dergjat
perubahan yang diinginkan, pengambil kepu-
tusan, pel aksanaprogram dan sumber dayayang
dilibatkan.

b. Lingkungan kebijakan/kontek kebijakan yang
terdiri dari: kekuasaan, kepentingan, strategi.,
karakteristik lembaga dan penguasa, serta
kepatuhan dan daya tanggap. (Grindle, 1980
:174)

Problemaihfungs lahan pertaniankenon
pertanian sudah mendekati titik yang mengkha-
watirkan secaranasond telahterjadi dihfungd lahan
pertanian sawah khususnyamencapai angkayang
fantastik sekitar 30 ribu—40 ribu hektar pertahunnya
(harian SOLO POS, 14—9-2006). Demikianjuga
yangterjadi di tingkat proping JawaTengah, maupun
Kabupaten Karanganyar yang menjadi lokasi
penditian, untuk Proping jawatengah sdama5Stahun
terakhir dari tahun 2001 — 2006 menunjukkan
penyusutan |ahan pertanian sawah cukup signifikan
seperti terlihat pada Grafik 1 dibawahini :

2001

002 2003 200 2005

Sumber : BPS—Prop Jateng

Gambar 1. Jumlah Lahan Pertanian Sawah
Th. 2001 - 2006

Sedangkan data K abupaten Karanganyar
menunjukkan telah terjadi perubahan penggunaan
lahan dari lahan pertanian menjadi bangunan fisik
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sdamab tahunterakhir mulal dari tahun 1999—2004
seperti terlihat padaGrafik 11 dibawahini :
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20,568
20,488
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Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2004 —2025. Bab. 111 , Hdlaman 67.

Gambar 2. Prosentase K enaikan Penggunaan
L ahan Sebagai bangunan (dalam Ha)

Penurunan|ahan pertanian karenadih fungs
lahan ke non pertanian diikuti secara signifikan
terhadap penurunan hasil produks pertanian di
Kabupaten Karanganyar khususnya padi sawah
selamab tahun terakhir yakni mulai tahun 1999 —
2004 seperti nampak padatabel dibawahini :

Tabel 1. Perbandingan Penggunaan Lahan di Kecamatan
Colomadu (dalam Ha)

Th. 20012005
Penggunaan/Tahun

Tanah swih 1516 50,3
Tanah kering 814565  El3 865
Pekaranganbanguman  670,1 B3
Tegalan/kebun 63,8 64,2
Padang/zembala

Tambakikolam 41 41 3 47 31

Rawa-rawa

001 2002 2003
749,514
31465
674,56

63,43

704
748,336
315,778
676,37
62,75

2005
747,241
316,629
678,375
60,586

Hutan negara
Perkebunan 44 44 44 44 44

Lain-lain 69365 69363 A93A5  AR3E3 49345

Sumber: Harian Solo Pos 18 Agustus 2007

Dari uraian latar belakan pendlitian diatas,
makapermasd ahan pendlitian addah Bagamanakah
Implementas Kebijakan RUTRK —RDTRK 1992
—2012 K ecamatan Colomadu K abupaten Karang-
anyar Jawa Tengah? Untuk menjawab permasaahan
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tersebut penditianini bertujuan mengetahui imple-

mentas kebijakan RUTRK- RDTRK 19922012

K ecamatan Colomadu K abupaten Karanganyar,

dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Penditianini dilakukan dengan tujuan:

1. Mendiskripsikan implementasi kebijakan
RUTRK — RDTRK 1992 -2012 Kecamatan
Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa
Tengah, khususnyatatagunalahan pertanian.

2. Mengandis sfaktor-faktor pendorong dan peng-
hambat keberhasilan implementas kebijakan
RUTRK — RDTRK Kecamatan Colomadu,
Kabupaten Karanganyar JawaTengah.

METODE

Ddam penelitianini menggunakan pende-
katan Kuditatif untuk mendapatkan gambaran atas
implementas kebijakan tentang Pengaturan Tata
GunaL ahan Pertanian di Kecamatan Colmadu Ka:
bupaten Karanganyar yaitu Implementas Kebijakan
RUTRK —RDTRK 1992 —2012 dan faktor-faktor
gpayang menjadi kendaladari implementas kebija
kantersebut. Datadikumpulkan dengan indepthin-
terview, observas, dokumentas . Pengolahan data
dilakukan dengan melakukan selekd atasjawaban-
jawaban yang relevan dengan model Trianggulasi
Data.

Instrumen kunci sebagai sumber informas
yang berkaitan dengan implementasi kebijakan
RUTRK — RDTRK adalah 1). BPN, BAppeda,
Bagian Pemerintahan, DinasPU, DinasPertanian;
2). Pengembang (devel oper); 3). Pengusaha; 4).
Petani pemilik lahan pertaniandanlain-lainnyadila-
pangan yang dianggap mengetahui permasalahan
penditian. Datadianalisismelalui tahap-tahap; 1).
Grouping data dan membangun kelompok data
sebagai lini. Yang dimaksudkan ada ah, mengeom-
pokkan datayang terkumpul sesual dengan jenis-
jenisnyaagar mudah mengandisa; 2). Indentifikas
database sebagai interpretas, pemaknaan datayang
telah dikelompokkan; 3). Membangun generdisas
data, yaitu mencoba membuat kesimpulan yang
bersifat sementara, 4). Test interpretas dari hasil,
hd ini dilakukan untuk memberikan maknalanguna
memperoleh kepastian pemaknaan dan 5). Bagan
teori umum dari hasil studi kasus.
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HASIL

Lokas yangdipilihnddam penditianini ada-
lah wilayah Kecamatan Colomadu Kabupaten
Karanganyar, karena dipandang dapat merepre-
sentasikan apayang menjadi tujuan penditianini.
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
secarageografisberadatepat atau berbatasan lang-
sung dengan K ota Sol 0. Sehinggadampak terhadap
lokasi penelitian. Selanjutnya jenis tanah lokas
penditian merupakan lahan sawah beririgas teknis.
Berdasarkan RUTRK —RDTRK 19922012 me-
nempatkan empat Desa, Paulan, Ggjahan, Mdang-
jiwan, Gedongan sebagai wilayah pertanian.

Kecamatan Colomadu merupakan bagian
dari kabupaten Karanganyar yang terdiri dari
sebanyak 17 Kecamatan. K ecamatan Colomadu
memiliki poiss yang Srategis karenamerupakanjaur
dternativeantaraK otaSolo dengan kota-kotadi se-
bel ah barat seperti K otaSemarang dan'Yogyakarta

Konsskuend yang strategisini menimbulkan
beberapa problem yang multikomplek, mengingat
adanya kepentingan eksternal dan wilayah Kota/
Kabupaten lain, khususnyaK ota Solo yang mem-
punyai gejaapertumbuhan kotanyacenderung ber-
gerak kearahutarg, yatuwilayah Kecamatan Colomedu

yangtermasuk K abupaten Karanganyar JavaTengah.

Isi (Konten) Kebijakan

Kepentingan yang terpengaruh

Dari datayang diperolen sdamapenditianini
dilakukan, menunjukkkan bahwadaamimplemen-
tas kebijakan RUTRK adabeberapa pihak yang
terlibat dalamnya, yang masing-masing pihak mem-
punyai fungs dan peran. Sehinggakomitmen dari
semua pihak untuk menegakkan peraturan dirasa
sangat penting. Informasl yang diperoleh dari pihak
Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang
berwenang untuk mengel uarkanijin sebagal berikut:
“ ijin perubahan status pihak PBN bersikap
menjagaiklim sguk dengan pemerintah Kabupaten
danpihak lain, olehkarenaituijin pengeringan dike-
luarkan sepanjang pihak Pemkab tel ah merekomen-
dasikan, disamping itu BPN jugamelihat bahwa
embrio alihfungs lahan pertaniantelahada.....”
(wawancara, 4 April 2008).
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Bapedalebih berkepentingan untuk melihat
potens sebuah wilayah dengan membagi menjadi
duayaitu polaruang dan struktur ruang. Menurut
informenyang adadi desaBaturan Kecamatan Colo-
madu menyatakan:” DesaBaturan sehinggasaat ini
lahansudahtingga 15 Hadari ssmula45 Ha. Penyu-
utanyang merubah fungs sawah menjadi perumahan
sebanyak 2/3 dari luas lahan yang ada peruntu-
kannyaada ah untuk perumahan seperti perumahan
Fajar Indah, Klodran, Baturan, Permata Hijau,
PademHijau. Kondid ini telah merubahwagah Desa
Batuan dipenuhi kawasan pemukiman elit dan
diprediks akan terustumbuh berkembang. Desa
dalam menyikapi ini hanya bersikap pasif, yang
dilakukan adal ah hanyaberupa himbauan kepada
pemilik lahan sawah, untuk tidak menjual dan efek-
tifitas himbauan sangat kecil mengingat perubahan
statustanah tetap terusberkembang” (wawancara,
11 April 2008).

K epaladesa sebagai pihak pertamayang
merekomendas kan proses perijinan perubahan sta-
tustanah cenderung | ebih memilih kawasan keca-
matan Colomadu berkembang secarafisk yang di-
tandai munculnya bangunan-bangunan, seperti
perumahan, pertokoan, perhotelan, karenasecara
ekonomisakan meningkatkan pendapatan desa. Dari
hasi| penelitianini jugadiperolehinformas bahwa
DesaBaturan hinggasaat ini lahan sudah tinggd 15
Hadari semula45 Ha. Penyusutan yang merubah
fungs sawah mejadi perumahan sebanyak 2/3 dari
|luaslahan yang ada peruntukkannyaadal ah untuk
perumahan. Kondis ini sudah merubahwagah Desa
Baturan yang dipenuhi oleh pemungkiman elit dan
diprediksikan akan terustumbuh berkembang kawa:
san permungkiman baru, baik secaraindividu mau-
pun oleh pengembang.

Birokrasi Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Camat, KepalaDasadalam dalam hal ini
sebagal penegak peraturan, bersikap pragmatis,
maksudnyatidak dapat mengambil tindakantegas
karenatidak mempunya wewenang untuk menin-
dak, hanya sebatas himbauan makaRUTRK tidak
bisaefektif untuk mengatur tatagunalahan di Keca-
matan Colomadul.

Pengembang menyadari adanyakeberatan
dari beberapapihak jikakawasan Colomadu yang
beririgas teknisdisulap menjadi kawasan pemuki-
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man, karena akan mengurangi areal pertanian di
Kabupaten Karanganyar. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Ketua REI cabang Surakarta
:” Jika Colomadu menjadi kawasan pemukiman,
kawasan pertanian harus dicarikan gantinya. Pe-
ngembang lebih setuju Colomadu dijadikan kawasan
pemukiman dan bisnis, biladibandingkan dengan
K ecamatan Gondangrej o yang lebih cocok untuk
kawasan industri” di wilayah Kabupaten Karang-
anyar. (wawancara, 1 Mei 2008).

Berkurangnyalahan pertanianyang dibarengi
berkurangnyajumlah petani secarasignifikan, dari
hasi| wawancaradengan beberapapetani menyata-
kan bahwaberkurangnyalahan pertanian dissbabkan
oleh; 1). Petani penerus enggan menggarap lahan
pertanian, karenafactor keahlian, tenaga, danwaktu;
2). Lahan pertanian |ebih menguntungkan dijual
daripadadijadikan lahan pertanian. Dijelaskanlahan
1 pathok £ 2700 n? harga+ Rp. 2 milyar, sedangkan
hasi| panen hanyaterjual + Rp. 5jutaperpanen; 3).
Mulai berkurangnya pasokan air karena banyak
perumahan yang membuat sumur pompa; 4).
Banyaknyalampu jalan dan perumahan, sehingga
hama walang sangit dan wereng mergjalela; 5).
Naiknyabiayaproduks dan terbatasnyatenaga/
buruhtani. (wawancara, 3Mei 2008).

Wa aupun mereka(petani) mengakui bahwa
“.... Potensi lahan pertanian di desa Baturan
K ecamatan Colomadu sangat bagus, kerenadilihat
dari aspek pengairan wilayah Baturan sangat
strategis, sehinggapetani tidak pernah kekurangan
air. Dan seandainyawilayahini jadi lahan proyek
perumahan dan perkantoran, makamatapencaharian
+ 35petani akanhilang ...” (wawancara 3Me 2008).

Diantarapengembang dan petani mempunyal
kepentingan, wilayah K ecamatan Colomadu lebih
menguntungkan secaraekonomis, bilaberkembang
sebagal kawasan permungkiman dan kawasan
bisnis, karenamenaikkan hargatanah, walaupun
buruh tani / penggarap keberatan, karenamereka
kehilangan matapencaharian.

Maafaat yang diharapkan

K ebijakan pemerintah tentang RUTRK -
RDTRK dimaksudkan untuk mengatur peruntukan
tanah sesua tatagunalahan, namun padakenyataan-
nya, efektifitasimplementasinyakebijakanini sangat
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rendah. Maksudnya RUTRIK — TDTRK belum
mampu menjadi dat yang efektif bagi pengenddian
berubahnya status tanah, seperti yang dikatakan
Camat Colomadu sebagai berikut: “melihat redita
statustanah berkembang | ebih cepat dari padaesti-
masl yang adadalam RUTRK —RDTRK, bahka
cenderung bergeser peruntukannyamenjadi kenon
pertanian” (Wawancara, 10 Mel 2008).

Badan Pertanahan Nasional memandang
RURTK — RDTRK tidak efektif karena dalam
proses pembuatannyaterdapat unsur-unsur kepen-
tingan, sehinggaddamimplementasnyajauh dari ha-
rapan sesual yang tertuang dalam RURTK —
RDRTK. Namun Bapedajugamengalami kendala
ketikaimplementas dilapangan terdapat penyim-
pangan, karena peran dan fungsi Bapeda hanya
sebatas memonitor dan membuat | aporan kepada
Bupati.

Tingginyatingkat dihfungs |ahan pertanian menjadi
pemungkiman di Kecamatan Colomadu, yang pada
tahun 1990 tanah pertanian sebesar 83,21 Hanamun
di tahun 2007 lahan pertanian tinggal 24,29 Ha.
Untuk menyikapi kondisi ini birokrat mulai dari
tingkat K abupaten, K ecamatan, dan Desaberusaha
untuk mempertahankan|ahan pertanianyangterssa
Himbauan tel ah dilakukan oleh pemerintah disetiap
pertemuan-pertemuan dengan masyarakat.
Namun sikap kontradiktif ditunjukkan oleh
pengembang dan petani, yang justru mengharapkan
kawasan ini menjadi kawasan permungkiman.
Pengembang mengatakan bahwa: Kawasan K eca-
matan Colomadu lebih bermanfaat sebaga kawasan
permungkiman, dan menyarankan untuk lahan
pertanian pemerintah perlumencari lahanlaindiluar
K ecamatan Colomadu. Hal ini senadadengan pen-
dapat parapetani pemilik, yang lebih senang bila
kawasan ini berkembang menjadi kawasan pemung-
kiman dan kawasan bisnis karenapertimbangannila
jua lahan merekasangat tinggi.

Derajat Perubahan Akibat Kebijakan
Kebijakakn RUTRK —RDTRK Kabupaten
Karanganyar mulai diberlakukan padatahun 1992,
yang mestinya dimaksudkan untuk mengatur
peruntukkan tanah yang sesuai dengan Tataguna
L ahan, namun pada pel aksanaannyakebijakanini,
memang belummenjadi da yang efektif bagi pengen-
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dalian perubahan statustanah. Hal ini diakui oleh
narasumber yang meihat padareditasnyaperubahan
status tanah di wilayah Kecamatan Colomadu
memang berbedadengan wilayah-wilayahlaindi
Kabupaten Karanganyar, bahkan di K otaSurakarta
sekalipun. Perkembangan wilayah ini sangat
dipengaruhi olehletak geografisK ecamatan Colo-
madu yang berimpitan dan merupakan Hinterland
KotaSurakarta, sehinggaberkembang Iebih cepat
dari pada estimasi yang ada dalam RURTK —
RDRTK, bahkan cenderung bergeser peruntukan-
nyamenjadi ke non pertanian.

Bahkan wilayah kecamatan Colomadu
bukan merupakakn kawasan lindung sebagal daerah
resapan melankan sebagal kawasan budidayauntuk
menunjang perekonomian, dan industri. Sehingga
dergat perubahan sebagai akibat dari adanyakebi-
jakan add ah terjadinyapergeseran perubahan status
alihfungs lahan pertanian ke non pertanian yang
menekan aspek pertimbangan ekonomi.

Kedudukan Pembuat Kebijakan

Dari hasil wawancara informen BPN
menyatakan: “ Kewenangan menge uarkanijin Peru-
bahan Status Tanah lahan pertanian merupakan
kewenangan BPN, karenatidak termasuk 9 ke-
wenangan yang di serahkan kepada K abupaten atau
Kota(wawancara, 4 April 2008).

Sedangkan informasi yang diperoleh dari
Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) menyatakan: ” [jin
Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dan ljin
Mendirikan Bangunan (IMB) kewenangan adapada
Bupati, digjukan meldui Kantor Pelayanan Terpadu
(wawancara, 6 April 2008).

Dari informad yang pendliti peroleh, terlihat
adanyakerancuan, yang menyulitkan petugasdila-
pangan. Dilihat dari cakupan kewenangan BPN ha-
nyaterbatas padaijin Perubahan statustanah dari
sawah menjadi kering, sedang | PPT mempunyai
cakupan yang lebihluas, tidak hanyasebatasijin pe-
ngeringan termasuk dari tanah kering berubah status
menjadi kawasan pemungkiman. Untuk itu kedu-
dukan masing-masing instans terkait, harusjelas
daam kewenangan masing-masing, bukan semata
matamasal ah koordinasi, tetapi kalau menyangkt
perubahan statustanah dari sawah ketanah kering
menjadi wewenang Badan Pertanahan Nasiondl.
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Pelaksana Kebijakan

Konsekuens terjadinyakerancuan dalam

kewenangan makaimplementor ditingkat bawah
yang dijaankan oleh pihak K ecamatan maupun Desa
mempunya poss yang lemah, ddamarti tidek ada
nyakepastian berupapayung hukum untuk memaksa
petani untuk tidak menjua sawahnya.
Hargatanah dikawasan K ecamatan Colomadu naik
membumbung tinggi, dan bagi pengembang, mereka
yang berani menawar sawah dengan hargatingi, dan
bagi petani bilaadapenawaran tinggamerekaakan
menjuanya, dan akan membelikan di wilayahyain
yang relatif hargatanah masih rendah/ tercapai..
sepert i hasil wawancaraberikut ini:” pertani akan
melepas sawah pertaniannynya bila ada yang
membeli dengan hargayang sangat tinggi, dandia
akan membelikan sebagian uang penjual an untuk
membeli lahan pertanian di daerah lainyang relatif
masih murah”. (wawancara, 3Mei 2008).

Perubahan peruntukkan lahan di kecamatan
Colomadu terus berlangsung dan sulit untuk diken-
ddikan, karenapihak K ecamatan maupun Desatidak
dapat memaksa pemilik lahan agar tetap diper-
tahankan. Hal ini sesual dengan jawaban dari petani
sebagal berikut:

“sabin niki bade kulosade wong pun dita-

war inggil, mengkeh kulo tumbas aken sabin
malih teng deso sanes sing tasih regi mirah, rah
pikantuk tirahan’(wawancara, 7 April 2008).
Dan kepaladesaBaturan menyatakan: ” Pihaknya
hanya sebatas menghimbau kepada petani untuk
tidak menjual sawahnya. Himbauan dilakukan di
pertemuan-pertemuan yang ada(wawancara, 4 April
2008).
Dari hasil pendlitian tersebut diatas berarti pel ak-
sanabirokras pemerintahdi tingkat Desamempunyai
posisi tawar yang amat lemah, karenatanah yang
dijual oleh petani merupakan hak milik . petani
berhak menjualnyadan cenderung mengabaikan
RUTRK —RDTRK, karenakurangnyamengertinya
terhadap masal ah ketataruangan yang ada.

Dukungan Sumber Daya Manusia

L uas cakupan wilayah yang harus diatur
diperlukan personil/petugasyang memadal, namun
jumlah personil di tingkat kecamatan maupun perang-
kat desatidaklah memadai. K eterbatasan Sumber
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DayaManusi a, dan rendahnya pengetahuan tentan
RUTRK-RDTRK membuat implementas tidak
maksimal, bantuan tenaga profesional/teknis dari

DinasPertanianlebih bersifat teknissosialisas ma-
salah pertanian. Informas yang diperoleh dari ke-
lompok tani menyatakan bahwa: ” Minimnyaforum
pertemuan dengan perangkat desaatau pihak keca-
matan membahas masal ah peruntukkan lahan (wa-
wancara, 4 April 2008).

Hal senada dikemukakan oleh Camat K ecamatan
Colomadu yang menyatakan:” K eterbatasan SDM

untuk mensosialisasikan masalah tatagunalahan
pertanian khususnya, sehinggafrekuens sosdisas

hanyadaam batas-batashimbauan. .. “ (wawancara,
3 Mei 2008).

K eterbatasan Sumber DayaManusia, baik secara
jumlah personil maupun skill, akan berpengaruh
terhadap proses sosidisasi, sehinggapemahaman
masyarakat terhadap RUTRK — RDTRK sangat
minim.

Pengawasan Monitoring

Pengawasan yang dilakukan addah bersfat
pencegahan (preventif) sedangkan monitoring lebih
bersifat represif. Secarakelembagaan belum ada
ingand yang bertugasmdakukanfungs pengawasan
dan monitoring, meski secaraberkalaBAPPEDA
membuat |aporan koordinas penataan ruang yang
diketuai olenwakil Bupati dan ketuaharian adalah
KepalaBAPPEDA.
Implikas dari tidak adanyainstans pengawasan dan
monitoring adalah tidak adanya leader untuk
mel akukan pengawasan, terjadi saling menunggu
atau bahkan terkesan hanya asal tunjuk kepada
pejabat yang tidak didukung kewenangan yang
memadai. Hal ini seperti pendapat dari kepala
BAPPEDA yang dikutip dari harian SOLO POS
20Agustus2007 sebagai berikut:“........ Camatlah
yang paing memahami perkembangan pembangunan
fisk di tingkat kecamatan, paling tidak, Camat bisa
menjadi agen untuk menginformasi kan kepada Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) bilamenemukan
dugaan penyimpangan dalam pembangunanfisik di
wilayahnya. Karena Camat memang tidak mem-
punya wewenang untuk menindak, sehinggaharus
diinformasikan ke Pemkab untuk ditindaklanjuti,
misalnyakal au disuatu tempat sudah adatumpukan
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bata dan matierial bangunan lainnya, mestinya
langsung mencari mencari tahu sod itu. Apakahdo-
kas itu sudah sesua peruntukkannya....... ”
Pengawasan yang bersifat represif dilakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Satpol PP, bila
terjadi pelanggaran tidak lingkupnyaatau belum
terpengaruhinyapersyaratan perijinan. Tidak ada
mekanisme persyaratan yang efektif baik secara
kelembagaan maupun kewenangan, karenaluasnya
cakupan wilayah yang harus dicover sehingga
pelanggaran kurang terdeteks secaradini.

Kontek Implementasi.

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor
Dalam masalah Implementasi tataruang,
tingkat kecamatan sampal desamemiliki kekuasaan
yang cukup besar, ini dimungkinkan karenareko-
mendasi awal peruntukkan lahan untuk kawasan
tertentu diberikan oleh KepalaDesa. Hal ini diung-
kapkaninformenyang adadi BPN sebagal berikut
. * Tim yang dibentuk oleh BPN dalam perijinan
perubahan gatustanah melibatkan sampal ditingkat
kepaladesa. Deanrekomendas dari desadijadikan
dasar pedoman proses selanjutnya. Di pihak pe-
ngembang menyatakan factor kepentingan, yaitu
menyediakan permukimanwargabanyak masyara-
kat yang membutuhkan perumahan. Denganfaglitas
KPR (Kredit Pemilik Rumah).
Sedangkanbagi petani mempunyai kepentingan dan
merupakan strategi dalam menghadapi
melambungnyahargatanalh/sawah. Bebergpapetani
sependapat dan mengemukakan: “ bagaimana agar
tetap hidup, dengan caramenjual lahan pertanian
dengan hargalebih maha dan membeikan ditempat
lain dengan hargayang lebihmurah“ (wawancara,
3April 2008).
M asing-masing aktor sebenarnyamempunyal peran
yang sangat Srategis, makasebaknyasemuademen
mel akukan kerjasamayang sinergis, sehinggake-
pentingan masing-masing aktor dapat terakomodir.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Padadekade tahun 2000-an sgalan dengan
eraotonomi daerah, kewenangan daerah menjadi
lebih besar, karakteristik lembaga dan penguasa
tidak lagi bersifat otoriter dan dominan, namu ke-
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nyataannyadi lgpanganjustru padaperiodeini terjadi
perubahan peruntukkan lahan pertanian ke non
pertanian yang luar biasa perkembangannya. Hasl|
penditian dilgpangan menunjukkan datatahun 2003
—2006telahterjadi perubahan peruntukkan sebesar
60 %. Hd ini terjadi karenalonggarnyapersyaratan
untuk alih fungsi lahan, yang dikeluarkan oleh
Ingtang-ingtans yang berwenang.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Secaraformd kepatuhanmula dari birokrat,
pengembang, petani dan penghuni dalam imple-
mentas RUTRK —RDTRK rendah. Birokrat mem-
punya penafsranyang fleksbe seperti hasl wawan-
caradengan Camat Colomadu yang menyatakan
bahwa peruntukakan tanah di wilayah tersebut ada-
lah; 1). Perumahan; 2). Pergudangan; 3). Perhotelan;
4). Pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwakecamatan Colomadu
untuk kawasan pertanian hanyamenempati skala
prioritas dibawah perumahan,padaha kawasanini
perupakan kawasan yang subur untuk pertanian.
Dan pihaknyamintaRUTRK —RDTRK harusdi
review setiap periode.

Dari Dinas Pertanian mengakui bahwa:” Jua beli
tanah dari petani kepada pengembang padaawal-
nyatidak menyebutkan adanyaalih fungsi 1ahan.
Sedangkan petani jJugamemiliki kepatuhan yang
rendah karenamerekamerasatidak terkait dengan
RUTRK —RDTRK, karenahanyamempertimbang-
kan faktor ekonomis semata, serasadiuntungkan
karenatingginyanilai jua tanah, dan merekaberhak
menjualnya kerena merupakan hak milik”
(wawancara, 10 Mei 2008).

Lainlagi bagi pengembang berbagai cara
untuk mendiasati peraturan, dalam prosesjua-beli
tanah tidak menyebutkan untuk perumahan, pengem-
bangmembeli tanah sawah dan membiarkannya
beberapatahun tetap sebagai |ahan pertanian, baru
beberapatahun kemudian dirubah menjadi peru-
mahan.

K epentingan yang ada dalam kebijakan ini pada
prinsipnyaada duakelompok petani yang mem-
punyai pendapat yang berbeda, kelompok satu
menyambut baik/diuntungkan dengan adanyaperu-
bahan fungs dari sawah menjadi non pertanian
karenadapat mendongkrak hargatanah, kelompok
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ini memandang lahan pertanian diwilayahini perun-
tukannyaperlu dirubah sebaga area pemungkiman,
sehinggaberhargp RURTK —RDTRK perludirevis/
ditinjau kembali. Namun beberapa pihak merasa
keberatan, jikakawasan Colomadu yang beririgas
teknisdisulap menjadi kawasan pemungkiman.
Harapan dari para pengembang, bahwa: ”
pemerintah memberikanijin pendirian perumahandi
Colomadu, apalagi pemerintah akan mendapatkan
keuntungan berupa peningkatan Pendapatan Adli
Daerah (PAD), selainitu kondis social, ekonomi
setempat jugaakan berkembang” . (Wawancara, 11
Mei 2010).

PEMBAHASAN
Konten (Isi) Kebijakan.

Kepentingan kelompok sasaran.

K epentingan antarabirokras yang melipuiti
BPN, Bapeda, Camat, Kades dan Petani mem-
punyai perbedaan kepentingan karenafungs masng-
masing. BPN berkepantingan pengaturan kawasan
tertentu sesual TataGunalahan, Bapedaberkepen-
tingan pengembangan potensi wilayah sesuai
peruntukan sedangkan Camat dalam posis sebagal
pemegang kekuasaan wilayah sebagai pemberi
rekomendasi tahap paing awal. Sedangkan kepen-
tingan pengembang dalam rangkamemanfaatkan
peluang bisnis, petani mempunyai sikap pragmeatis
menjual lahannya bila adayang berani membeli
dengan hargayangtinggi.

Adaduakepentingan dalam implementasi
kebijakan yaitu penegakan peraturan, RUTRK —
RDTRK 1992 — 2012 untuk mengatur keseim-
bangan |ahan, dan kesesuaian lahan. K epentingan
keduayang berkembang dil apangan adal ah kepen-
tingan untuk meningkatkan kesgjahteraan dalam
pemenuhan tempat tinggal, dan pengembang me-
manfaatkan |ahan prospektif bagus.

Untuk mengantisipas problem konflik kepentingan
yang muncul maka pemerintah perlu melakukan
“interveng”, yakni meldui regulas yang dibueat oleh
pemerintah.

Regulas yang merupakan penge awantahan
dari kebijakan publik kedepan diperlukan sebagai
bentuk langkah preventif bilaterjadi benturankonflik
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kepentingan. Seperti yang terjadi padakasusalih
fungsi l1ahan pertanian produktif ke non pertanian,
konflik yang muncul dissbabkan adanyakepentingan
untuk tetap mempertahankan suatu kawasan tertentu
sebagal lahan pertanian dengan menempatkan
kawasan ini sebagai ”land use control”. Artinya
menjadikan kawasanini sehaga arenayang seri dari
aktivitassdan pertanian, untuk meindungi kawasan
ini bergeser menjadi kawasan spekulatif (speculative
value).

Menurut (Mulyarto, 2002:43) kebijakan hal
pemerintah yang seld u memihak kel ompok-kelom-
pok yang mempunyai modal, dengan menge-
sampingkan kepentingan masyarakat banyak yang
tidak mempunyai rmodal. Yang ahkirnyaterjadi
"gap”jurang pemisah yang dalam antara kaum
kapitalis dan rakyat jelata (miskin) antara kelas
Bourjuisdan Proletar, paratuan tanah dan peng-
gargptanah (buruhtani). Meninggdkansstemyang
selamaini ditergpkan yaitu ekonomi kekeluargaan
yang bersumber padaPancasiladantimbulnya” ka-
pitalismemendi ptakan kesenjangan yang sangat tingg
dalam masyarakat, yaitu antara pemilik modal
dengan kaum buruh” (Kompas, 5April 2001).
Langkah konkret untuk melindungi suatu kawasan
tertentu oleh pemerintah adalah melalui apayang
disebut dengan” prosesperijinan” melaui berbagai
macam instrumen kebijakan, pengaturan kawasan
tertentu diatur dengan peraturan seperti ijinlokas,
ijinpengeringan, ijin peruntukan penggunakan tanah,
ijinmendirikan bangunan, merupakan produk hukum
untuk mengatur peruntukan suatu kawasan tertentu.

K elemahan paling mendasar adal ah pel ak-
sanaan lgpanganyang sering terjadi ketidak sesuaian
karenaberbagai pertimbangan. Kemampuan baik
dukungan politik maupun sosia menjadi penentu
keberhasilan sebuah kebijakan, artinyakebijakan
harusdiprotek agar kelangsungannyadapat terus
dipelihara. Tanpaadanyasebuah proteksterhadap
suatu kebijakan makasebuah kebijakan diibaratkan
hanyasebaga " macan ompong” yang tidak berdaya
samasekali menghadapi kuatnyatekanan terhadap
kebijkanan yang ada.

Lemahnyaproteks terhadap kebjikan yang
mengatur terntang keberadaan kawasan tertentu
untuk tetap dipertahankan sebagal kawasan perta-
nianmenjadi titik krusd, seperti yang nampak pada
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dihfungs lahan pertanian sawahirigas menjadi ka:
wasan non pertanian di wilayah tepian kota Solo,
seolah menjadi pemandangan yang kian memper-
tegasbetapalemahnyaposis tawar pengambilan
kebijakan. bahkan kota Solo menerapkan kebijakan
K otatanpasawah dengantidak adanyaregulas yang
melindungi sawah di kota Semuasawah di kotaSolo
sudah dianggap sebagai tanah kering padahal air
masih cukuptersedia

Kenyataan ini nampak bahwaaspek penegakkan
peraturan dan kesegjahteraan yang menjiwai is
kebijakan RUTRK — TDTRK 1992 — 2012 dapat
disinergikan artinyaadakawasan yang tetap diper-
tahankan sebagai wilayah pertanian dan menjadi
resapan dan menjagaketahanan pangan (land use
control), akan tetapi jugaditolerans daerah untuk
pengembangan kawasan bisnisdisepanjang jalan
yang menghubungkan dengan K ota Solo, maupun
kotayang berbatasan langsung dengan Kota Solo
sebagai kegiatan bisnis(Control Bussiness).

Manfaat yang diharapkan

RUTRK —RDTRK dirancang untuk meman-
faatkan potens wilayah K ecamatan Colomaduyang
mempunyai |ahan sawah tetap dapat dipertahankan
mengingat Kabupaten Karanganyar mempunyal
program ketahanan pangan, sehinggadibutuhkan
area sawah yang cukup. K eberadaan sawah yang
meas hters sadiupayakan untuk dipertahankan mea
lui konsep”lahan Lestari” dilain pihak pengembang
masi h mengharapkan kecamatan Colomadu tetap
terbukaperuntukannyabagi pembangunan peruma-
han (Solo Pos 26 Juli 2005), dimana ketua Real
Estate Indonesia Cabang Solo mendesak agar
RUTRK kecamatan Colomadu ditinjau ulang, ka-
renamerekamenganggap kawasan Colomadu po-
tensial biladimanfaatkan sebagal kawasan peru-
mahan. Sedangkan posis petani |ebih melihar per-
kembangan kawasan K ecamatan Colomadu men-
jadi kawasan permungkiman dan bisnis|ebih ber-
manfaet.

Melihat realitadilapangan semuainforman
menyatakan | ebih melihat kawasan Colomadu seba
ga kawasan yang lebih untuk kegiatan yang bersfat
ekonomis, kepentingan yang mempunyai aspek
lingkungan terabaikan dan cenderung mengeks-
ploitas dam. Pendapat ini didukungolehhasil kgian
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dayadukung dan evaluasi kebjakan pengelolaan
sumber daya alam Pulau Jawa pada tahun 2007
dibawah koordinas Menko Perekonomian menun-
jukkan 63 persen dari 278 peraturan daerah (Perda)
yang dikgji dissmuaK ota/lK abupaten di Pulau Jawa
"eksploitas”, dan 45 persen dari seluruh Perdaitu
samasekali tidak menghentikan dayadukung ling-
kungan.

Kebijakan RUTRK —RDTRK, merupakan
sdah satu bentuk intervens pemerintah, yang ber-
tujuan agar dapat merubah kondis kehidupan ma-
syaakat kearahyanglebihbalk, tetapi bilatataruang
seldu berubah makaakan menimbulkan konflik.
Manfaat dari RUTRK —RDTRK dipandang tidak
efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan,
informan dominan menghendaki kawasan Colomedu
termasuk areapertanian sebagal kawasan bisnis,
cenderung menghendaki terjadinyaperubahan|ahan
pertanian menurut mekanisme pasar yang tidak
memperhatikan aspek lingkungan, bahkan
mengeksploitasi dengan merubah |ahan pertanian
menjadi bangunan-bangunanfisik.

Derajat Perubahan yang diinginkan.
Perubahan status tanah dari kawasan
pertanian menjadi non pertanian dapat dikenddikan
meaui RUTRK —TDTRK yang dibuat, namun pada
kenyataannyaperubahan yang terjadi dari dihfungs
lahan pertanianini td ahmdewati batastolerans yang
ditetapkan, yaitu sebesar 4 persen. Kondisi awal
lahan pertanian di kecamatan Colomadu K abupaten
Karanganyar sebesar 83,21 Ha, dan padatahun 1990
tdahberdihfungs kenonpertanianlebihdari 12 persen.
Studi kasusyang dilakukan oleh Permanent URL,
tentang penggunaan tanah di beberapa negara
termasuk Indonesiayaitu Bandung, Dhaka, Hue,
Kandy, mengindentifikas kan faktasebaga berikut :
Padatahun1990 di Bandung 63 % tanah dialoka-
skan untuk pemungkiman, tanah komersiil, industri
memperoleh hak kebebasan. Di Dhakakorporasin-
kotamemperkirakan lebih kurang 75 % direncana-
kan untuk tempat tinggal, kawasan komersiil dan
industri. Di Kandy’s, 56 % menjadi kawasan
komersiil danindustri, Makati diperkirakan pada
tahun 1990 47 % rumah tanggatelah memperoleh
hak tanah, dan 12 % masih berbagi dengan pemlik
tanah (http;//go.worldbank.org/12K3J8DUO).
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Kebijakan RUTRK —RDTRK yangtidak

efektif dalam mengendaikan terjadinyaalihfungs
|ahan pertanian, berangkat dari konsep pemikiran
ini langkah kebijakan apa yang dilakukan untuk
mengatas munculnyaberbaga masa ah pertanahan,
padadasarnyaada ah merupakan dampak dari per-
kembangan aktifitas perkotaan yang terjadi secara
aamiah. Namun demikian bukan berarti tidak perlu
langkah-langkah bijaksanamelaui regulasi yang
ditetgpkan untuk mengantisipas dampak buruk per-
kembangan kotabagi daerah tepian kota. Untuk itu
diperlukan campur tangan pemerintah (Government
intervention) dalam mengantisipasi munculnya
permasa ahan dikemudian hari.
Musgrave (1989;11) menyatakan bahwadidalam
setiap masyarakat peran pemerintah sangat
dibutuhkan, walaupun di negaralLiberdisdanKa-
pitalissekaipun. Makapemerintah dari tingkat Ka-
bupaten sampai di tingkat kecamatan, harus mem-
pertahankan dan menjalankan kebijakan RUTRK
—RDTRK secarakons gten. Perluadanyakerjasama
antarapemerintah dan swastadalam mengembang-
kan program penunjang lainnya, dan |ebih proak-
tifnya masyarakat di dalam kegiatan penataruangan
lain sehingga kebijakan yang akan diberlakukan
tersebut akan populer di masyarakat.

Kedudukan Pengambilan Kebijakan

Selama ini terkesan kebijakan dibuat

dengan waktu yang sangat sengkat sehinggatidak
jarang kebijakan di buat dengan terburu-buru oleh
pemerintah. Sehinggamunculnyakebijakan tidak
didasarkan oleh perdebatan diantaralembaga-lem-
bagayang mestinyamepunyal kewenangan apaagi
paraimplementor.
Pentingnyaperan sertadari parapelaksanadalam
pengambikan kebijakan ditengara akan mem-
pengaruhi pel aksanaan suatu kebijakan yang btelah
diputuskan olehyang mempunya kewenanganyaitu
pemerintah.

Efektifnyasebuah peraturan adalah sgauh
manasangs tegasterhadap penyimpangan yang ada
diberl akukan untuk tindekan tegasnampaknyamash
jauh dari harapan, hal ini disebabkan tidak adanya
kewenangan Camat selaku penguasawilayah untuk
mengambil tindakan, Camat hanyadapat mel apor-
kan kepada pihak K abupaten. Pengawasan yang



Impelentasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Kota, (Winarti)

dilakukan adalah bersifat pencegahan (preventif)
sedangkan monitoring lebih bersfat represif, itupun
jarang dilakukan, sehingga penyimpangan terhadap
perubahan aihfungs lahan cenderung mengabaikan
RUTRK yang ada.

Padarealitasnyakebijakan RUTRK —RDTRK di
K ecamatan Colomadu K abupaten Karanganyar,
dibuat tidak melibatkan pejabat-pejabat bawah,
sehinggakebijakan tersebut |ebih bersfat top down,
hal ini akan mempengaruhi peaksanaan RUTRK —
RDTRK.

Dilihat secarakelambagaan belum adain-

stans yang bertugas mel akukan fungs pengawasan
dan monitoring, meskipun secaraberkdaBAPPEDA
membuat | gporan koordinasi penataan ruang.
Implikas tidak adanyalembaga pengawasan dan
monitoring adalah tidak adanya leader untuk
melakukan pengawasan, sehingga pel aksanaan pe-
ngawasan saling menunggu dan terkesan hanyaasal
tunjuk kepadapejabat yang tidak didukung kewe-
nangan yang memadal.
Tidak adanyamekani sme persyaratan yang efektif
baik secara kelembagaan maupun kewenangan,
karena luasnya cakupan wilayah yang harus di
tangani, sehinggapel anggaran kurang dapat di ke-
tahui secaradini.

Pelaksanaan Kebijakan.

Kecamatan dan desa sebagal pelaksana

program ditingkat yang paling rendah (street level
bureaucracy), namun daam pelaksanaan kebijakan
RUTRK —RDTRK tidak mempunyal kewenangan
yangmemeadal, ini tercerminddamreditasnyapeme-
rintah terbawahini tidak mempunyai kewenangan
untuk menindak apabilaterjadi pelanggaran, hanya
mengawas dan melaporkan ke pihak pemerintah
Kabupaten. Lemahnyabargaining position pihak
pel aksana program menbuat RUTRK —RDTRK
tidak efektif.
Dilain pihak pemerintah K ecamatan dan pemerintah
Desamenghadapi kenyataan bahwa, manfaat positif
justru dirasakan ol eh sebagian besar informan bila
RUTRK —RDTRK tidak diberlakukan secara
penuh, fleksiblenya peraturan menjadi pilihan
mereka, hal ini dapat terjadi karenamemang petani
kurang mengerti masal ah ketataruangan.

Dari segi SDM yang adadi tingkat keca-
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matan maupun perangkat desa tidak memadai,

keterbatasan SDM ini masih ditambah lagi kondis

pengetahuan yang rendah tentang RUTRK membuat
pel aksanaannyamenjadi tidak maksimal. Bantuan
tenagaprofessional /teknisdari DinasPertanianlebih
bersfat teknissosdisas masaah pertanian dan bu-
kan masd ah peraturan tatagunalahan. Kendalalain
adal ah luasnya cakupan yang harus di cover serta
rumitnyapermasdahendihfungd lahanyangdipratik-
kan ol eh parapengembang yang tetap membiarkan
beberapatahun tanpamerubah statustanah (inves-
ted).

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten
Semarang menunjukkan bahwa: "terjadi inkonsis-

tensi kebijakan, yang disebabkan oleh beberapa
faktor yaitu adanyakontradiks aktor peraturan, ku-

rangnyasosdisad, rendahnyakesadaran masyara-

kat, situasi politik/pengaruh politik (Fatichuddin,

2008; i).

Implementas kebijakan RUTRK-RDTRK Keca

matan Colomadu belum sesuai dengan arah dan tu-

juandari kebijakanini, banyak faktor yang mempe-

ngaruhi itu sendiri. Kegaga an pel aksanaan tersebut
adanyakonflik kepentingan, faktor profesond yang
dimiliki oleh parapdaksana

Sumber Daya yang dilibatkan
Beberapasumber yang dibutuhkan dalam
implementasi kebijakan antara lain: staf yang
professiond yang mempunya ketrampilan pengelo-
laan, Informas yang menyangkut bagaimana mel k-
sanakan suatu program kebijakan dan informasi
tentang ketaatan personil-personil lain terhadap
peraturan-peraturan pemerintah, wewenang, serta
fedlites
Barangkdi sumber yang pding penting ddam melak-
sanakan kebijakan add ah sumber dayamanusianya,
tidak selalu harus berjumlah banyak tetapi yang
dibutuhkan sebenarnyaadal ah kemampuan dalah
mel aksanakan kebijakan tersebut. Dalam pel ak-
sanaan program RUTRK — RDTRK kecamatan
Colomadu keterbatasan jumlah personil maupun
kemampuan sumber dayamanusianyatergolong
mas hkurang.
Kemampuan yang masih kurang terjadi karena
sosidisas yang dilakukan oleh parapetusasmash
dirasabelum cukup, dilihat dari luaswilayahyang
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harusditangani menyebabkan sulitnyamengetahui,
mendeteks penyimpanganyangterjadi.
Perintah-perintah implemantas kebijakan
mungkin telah diteruskan secaracermat, jelas, dan
konsisten namun bila parapel aksanayang adadi
lapangan kekurangan sumber dayayang diperlukan
untuk pel aksanaan kebijakan, maka implementas
kebijakan tersebut tidak dapat efektif. Sdlain sumber
dayamanusiayangjuga wewenang.
Pel aksanaan kebijakan RUTRK —RDTRK Keca
matan Colomadu K abupaten Karanganyar ini, ber-
bedadengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Haryanto, (2009;20). Dalam pendlitiannyamenye-
butkan bahwaimplementas kebijakan padapdaya
nan KTP di Kabupaten Bloro sangat dipengaruhi
olehfaslitasyang mendukung sertainformes.
Pelaksanaan kebijakan RUTRK — RDTRK Ke-
camatan Colomadu, pada prinsipnyamelibatkan
bebergpasumber antaralain, Sumber DayaManusia,
fadlitas, kewenangan. Tetgpi ddamreditasnyaSum-
ber DayaM anusiadan kewenangan yang paing pen-
ting dan besar berpengaruh terhadap implementas
RUTRK —RDTRKnya.

Konteks Implementasi.

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor.
KepalaDesamempunyai kekuasaan, ke-
pentingan dan sebagal actor yang strategis, karena
rekomendas awal peruntukan lahan untuk kawasan
tertentu dikeluarkan oleh Kepala Desa. Dengan
demikian Kepala Desa adalah merupakan orang
pertamayang menentukan boleh tidaknya lahan
pertanian untuk kawasan non pertanian, meskipun
dari segi kewenangan untuk menentukan keputusan
ahkir ditangan Pemerintah K abupaten ataupun BPN.
Besarnyakewenangan kepaladesa dalam urusan
alihfungs lahan pertanian hampir terjadi di semua
wilayah di Indonesia. Pendlitian yang dilakukan di
dua Desa Ngataoma dan Ngatawana, dikatakan
bahwadi duadesatelah terjadi dinamikaagraria,
yaitu struktur agrariadikendalikan oleh persaingan
kekuasaan, duajeniskekuasaan yang sding bersaing
adal ah kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi.
Sgauh pembentukan struktur agrariamenunjukkan
padadistribusi aksesterhadap sumber dayatanah,
ditunjukkan bahwakekuatan politik adal ah faktor
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dominan ddam pembentukkan struktur agrariapada
kurun waktu dua dekade pertamadari duadesaitu
terbentuk (1960 — 1980), dalam dekade tersebut,
distribus kekuasaan politik terpolarisasi, sehingga
kepdadesamenjadi satu-satunyaorang yang meme-
gang kekuasaan ( Sitorus, 2004;87).

K eterlibatan aktor penentu yaitu birokrat,
pengembang dan petani saling bersinergi. Birokrat
sebagal pemegang kebijakan dapat menerapkan
kewenangan yang dimiliki masing-masing yakni
pengenddi lewat prosesperijinan yang meiputi ljin
Perubahan Status, 1jin peruntukkan Penggunaan
Tanah, dan ljin Mendirikan Bangunan. Strategi
Pengembang adalah membiarkan tanah untuk
sementarawaktu, sehinggaterkesan tidak terjadi
perubahan status, sedangkan strategi petani adalah
menjud dengan hargatinggi dan menukarkan dengan
lahan didaerahlainyang harganyalebih murah.

Namun bilabicaramasal ah kepentingan,

parapengembang yang memiliki kepentingan besar
terhadgp dihfungs lahan di Kecamatan Colomadu,
karenasecarageografisletak Kecamatan Colomadu
sangat strategisuntuk perumahan dan di pihak lain
petani banyak yangingin menjua tanah gargpannya,
karenahargatanahyangtinggi setelah parapengem-
bang membangun perumahan di wilayahitu.
Hasi| pendlitian yang dilakukan Djoko Putro Utomo
(2007:1) menyebutkan bahwa: "di Kecamatan
Badar Kabupaten Pacitan, selama 8 tahun
RUTRKasdukumen” belum ditetgpkan dalam PER-
DA, sehinggamasih sebatas dukumen, dan aspek
kepentingan merupakan faktor penghambat” .

Pelaksanaan RUTRK-RDTRK di Kecama:
tan Colomadu Kabupaten Karanganyar dandi Ke-
camatan Badar K abupaten Pacitan, menunjukkan
kesamaan yaitu adanya kepentingan yang berpe-
ngaruh, Hanya sga di Kecamatan Colomadu
Kabupaten Karanganyar pelaksanaan RUTRK —
RDTRK yangtidak dapat maksimal, karenalebih
dipengaruhi oleh kepentingan Pengembang dari pada
kepentingan Politisdan Birokratis.

RUTRK —RDTRK Kecamatan Karang-
anyar yang sudah disusun dalam bentuk Perda,
mestinyalmplementor atau Birokras 1ebih mudah
untuk memberikan sanksi bagi yang melakukan
pelanggaran, karenapaying hokum pelaksanaannya
lebih kuat. Namun berkenaan dengan permasa ahan
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alihfungs di Kecamatan Colomadu belum dapat
memberlakukan sanks.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Segjaan dengan eraotonomi daerah karak-
teristik lembaga dan penguasa lebih terbuka dan
kewenangan daerah diperluas, dengan diberikannya
sembilan kewenangan padadaerah. Ini merupakan
wujud adanyadesentraisas, namun kesempatanini
justru memicu terjadinyaperubahan lahan, hal ini
dimungkinkan karenalonggarnyaperaturandi daerah
yang lebih berorientas kepadamasal ah peningkatan
pendapatan Adli Daerah (PAD). Di Kabupaten
Karanganyar, usaha-usahauntuk memperoleh se-
caralega karenatelah mempunyai payung hukum
untuk menambiah pendapatan daerah mela ui penari-
kan retribus, dengan membuat dua(2) produk hu-
kum yang berupa Peraturan Daerah, seperti ljin
Penggunaan Peruntukkan Tanah (IPPT) dan Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB).

Hasi| observas di |apangan menunjukkan

data Tahun 2003 — 2006 telah terjadi perubahan
peruntukkan sebesar 60%. Ini jugamembuktikan
bahwasecaratidak terlihat para penguasamemberi-
kan perijinan aih fungs lahan, tanpamempertim-
bangkan RUTRK, hanyakarenauntuk kepentingan
peningkatan Pendapatan Adli Daerah, tetapi tanpa
memikirkan bahwa peningkatan Pendapatan Adli
Daerahtersebut seringkdi justru mengijinkan eksploi-
tas Sumber DayaAlamyang dimiliki.
Tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Adli
Daerah, seluruh organisas yang beradadibawah
kewenangan pemerintah daerah seolah-olah
dikerahkan untuk ikut andil dalam peningkatan PAD
tersebut, tidak terkecuai Badan Pertanahan Nasio-
nal kabupaten. Program-program BPN untuk mem-
berikan kejelasan status pertanahan bagi masya-
rakat, merupakan salah satu pencerminan dari upaya
pel ayanan kepada publik. Namun dengan ke elasan
satustanah, makapemilik tanah dengan mudahnya
untuk menjud atau mengdihkan kepemilikan kepada
Sigpapun.

Pemerintah K abupaten Karanganyar yang
belummempunyal peraturantentang batasanjud bdli,
dan kepemilikantanahdi wilayahnya, makasulit bagi
pemerintah kabupaten Karanganyar, khususnya
K ecamatan Colomadu untuk melaksanakan pem-
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batasan atau pel epasan tanah, ataupun sanks terha-
dap pelanggaran peraturan, karenamemang tanah-
tanah di wilayah itu sudah menjadi hak milik per-
Seorangan.

Seperti menjamurnya perumahan-perumahan di
wilayah kecamatan Colomadu oleh para
pengembang, memang menjadi persodantersendiri,
yang terjadi saat ini daerah sekitar ketikamusim
hujan saluran air menjadi permasal ahan penduduk
yangjidup disekitarnya.

Mengena pembangunan perumahanini me-
nurut temuan Magayaddam pendlitiannya, terjadi
penyimpangan, dimanaditemukan lahanlingkungan
perumahan yang tidak sesuai dengan RUTRK,
pengembang membangun perumahan berdasarkan
ketersediaan |ahan, walaupun tidak sesual dengan
RUTRK. Bahkan pengembang menyiapkan lahan
perumahan dengan merubah lingkungan dengancara
pengupasan Gunung-gunung dan penimbunan
kantong-kantong air (Masgjaya, 2007; 241-246)
Kondis seperti temuan Magayadan yang terjadi di
K ecamatan Colomadu, sangat mungkin terjadi di
tempat-tempat lain, namun pemerintah tidak bisa
berbuat banyak karenasecarakelembagaan lemah.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

K epatuhan dari semuaeemenyangterlibat
menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah kebija-
kan. kepatuhan dari birokrat rendah karenamempu-
nyai perseps yang berbeda, seperti dalam menafgir-
kan kawasan K ecamatan Col omadu peruntukannya
menempatkan sektor pertanian menjadi prioritaske
empat setel ah perumahan, pergudangan dan per-
hotelan.
Bagi pengembang mempunyai kepetuhanyang ren-
dah hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya
transakd jual beli tanah yang terusmeningkat, yang
sulit untuk dipantau dalam prosestransakd jual beli
tanah tidak menyebutkan untuk kawasan perumahan
dan membiarkan tanah yang dibelinyasd amabebe-
rapa tahun dan setelah itu baru dilakukan pem-
bangunan perumahan. Hal ini terbukti masih
banyaknya perumahan yang masih dibangun di
wilayah Kecamatan Colomadu.
Bagi parapetani, dengan dasan menjua adalah hak
mereka, karena tanah secara legal formal yang
dibuktikan dengan sertifikat, tanah merekatelah
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menjadi hak milik mereka. Sedang hasil pertanian
seringkali tidak adakepastian, dan merekamerasa
kanjustruregulas dibidang pertanian seringkdi me-
rugikan kaum petani.

Hasi| wawancaradengan petani di wilayah
K ecamatan Colomadu pemperol eh jawaban bahwa
merekajugatidak maumiskin, ini merupakan bagian
dari bagamanabisamempertahankan hidup atau
dengan sebutan bagian dari survival strategi. Hal
ini di dukung pendapat  Sunyoto Usman (2004:19)
yang menyebutkan bahwa faktor/ aspek-aspek
sosial resistensi masyarakat terhadap sebuah pro-
gram dapat diminimalisir, khususnyakepentingan
petani.

Resstens petani sebetulnyamerupakan sua-
turesks defentif akibat tidak terjaminnyakehidupan
petani, maka perilaku resistensi tersebut dipakal
sebagai survival strategy dalam menghadapi se-
buah ketidak pastian. Perilakuini bukan sgja meng-
gambarkan tindakan peningkatan petani terhadap
pemegang kebijakan yaitu negara, melainkan juga
menjadi pertandaaks yang penting sdamet di tengah
ketidak pastian terjaminnyakehidupan mereka, jika
terus patuh terhadap kebijakan negarayang tidak
pernah menguntungkan petani kecil.

Hasil penditian Junaidi Mudim, membuk-
tikan bahwa: terjadi perbaikan keadaan kehidupan
responden (petani), adakecenderungan status pe-
milikan tanah dan luastanah yang dilepas, mem-
pengaruhi perbaikankondis rumah, dat transportad,
alat elektronik dan perabotan rumah (Muslim,
2003:xii).

K epatuhan terhadap kebijakan masing-ma-
sing mempunyai alasan pembenar dari kacamata
masing-masing, untuk itu perlu dibuat sebuah kese-
pakatan untuk menyamakan perseps, satu bahasa
bahwaaturan harusditegekkan meskipunhd ini perlu
adaptas dan prosespenyadaran yang membutuhkan
waktu cukup lama.

Dayatanggap terhadap perubahan tentunya
penting untuk memprediksikan masadepan, suatu
kebijakan tentunyaharusmelihat jauh kedepan, se-
hingga dapat meminimalisir dampak yang ke-
mungkinanterjadi. Dayatanggapinilah harusdimiliki
oleh pengambil kebijakan (pemerintah). Wilayah
kecamatan Colomadu yang banyak mengalami aih
fungd lahan pertanian ke non pertanian (perumahan),
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akan mempengaruhi / mengganggu ketahanan
pangan.

SIMPULAN

Penelitianini dapat menambah pengetahuan baru
ddam studi Implementas kebijakan, yang mashba:
nyaknyapembuat kebijakan yang tidak mengikut-
sertakan para Implementor (Street Level
Bureaucration) dalam pengambilan kebijakan.
sehinggahal ini akan mempengaruhi pel aksanaan
kebijakan.

Implementor tidak dapat memaksaparape-
tani untuk tidak menjua tanahnya, tetapi hanyabisa
menyarankan untuk tidak menjua tanahnya, karena
tanah sudah menjadi Hak Milik petani. Agar aih
fungd lahan pertanian ke non pertanian dapat diken-
ddikan, perlu adanyapembagianwilayah (Zona) dan
perlu dipertahankan sebuah kawasan yang menjadi
Land Use Control (tanah sebagai kawasan hijau,
resgpan dan sebagainya) tidak semuadirubah men-
jadi non pertanian.

Dari 55 kebijakan RUTRK —RDTRK ter-
dapat duakepentingan yang terpengaruh yaitu dari
sudut penegakan perat uran dan peningkatan kese-
jahteraan ekonomi, yang | ebih cederung memprio-
ritaskan peningkatan kesg ahteraan, sehinggame-
mandang RUTRK lebih bersifat menghambat
kemajuan wilayah. Sehingga perlu adanya penin-
jauan kembali kebijakanRUTRK —RDTRK setigp
limatahun sekdi.

BanyaknyaTimyang terlibat dalam urusan
pertanahan, justru membukace ah terjadinyaketidak
snkronnyaantar anggotatim seperti KepdaKaura:
han, Cameat, Dinas Pertanian, Badan Pertanahan dan
Bapeda yang lebih mempertimbangkan aspek
toleransi. Sehubungan denganitu perlu dipikirkan
prosedur perijinan tentang perubahan statustanah
untuk kawasan tertentu supayatidak terjadi ambiva
lens antaraljinyang dikeluarkan oleh BPN dengan
jin Peruntukkan Pengunaan tanah yang dikel uarkan
Bupati.

Implementas kebijakan RUTRK-RDTRK
K ecamatan Colomadu belum sesual denganarahdan
tujuan kebijakan. Banyak faktor yang mempengaruhi
diantaranya adanyakonflik kepentingan, faktor
profesional yang dimiliki oleh parapel aksana.



Impelentasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Kota, (Winarti) 73

DAFTAR RUJUKAN

Anwar Johanes, 2006, Jurnal Kebijakan
Pertanahan, http://www.lontar.ui.ac/id

BAPPEDA, 2005, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 —
2025 Kabupaten Karanganyar, Pusat
Penelitian Pengembangan Pedesaan dan
Kawasan LP2M UNS Surakarta —
BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.

Dwiyanto Agus, dkk, 2003, Reformasi Birokrasi
Publik, Pusat Studi Kependudukan dan
Kebijakan, UGM —Yogyakarta.

Fatichuddin, Moh, 2008; Alih Fungsi Lahan
Pertanian ke Non pertanian dan Imple-
mentasi Kebijakan dalam Kaitannya
dengan Keberlanjutan Fungsi Lahan
Pertanian di Kabupaten Semarang,
Jurnal Electronic Thesis dan Disser-
tation (ETD UGM), digkses, mddui: http:/
/etd.ugm.ac.id/index.php

Grindle, Merike S, (ed), 1980, Politics an Apolicy
Implementation on the Third World, New
Jersey: Prince Town University Press.

Andik Haryanto, 2000, Kajian Agraria, Jurnal
Pembaharuan Desa, KgjianAgrarial PB,
Bogor.

Haryanto, 2009. Implementasi Peraturan Bupati
Bloro No.14 tahun 2005. Tesis tidak
dipublikasikan.

Magaya, 2007. Perkembangan Perumahan pen-
duduk menurut RUTRK di Kota Sama-
rinda. Jurnal eklektronik,” Eksskutif” Vol.4No.
2Agudus diakses pdilip.goidAdminjumd.

Mudlim, Junaidi, 2003,Analisis Alih Fungsi Lahan
Sawah dan Dampaknya terhadap Sosial,
Ekonomi Petani. Thesis

Mulyarto, 2002. Jurnal, Ekonomi rakyat Tahun |
Maret, diakses: www.ekonomi rakyat.org

Utomo Djoko Putro, 2007; Pengembangan lbu
Kota Kecamatan Dan Ketahanan
Wilayah Studi Diskripsi RUTRK 1999/
2000 -2001/2010 di Kecamatan Bandar
Pacitan, Desertasi http://etd.ugm.ac.id

Usman, S, 2004, Pembangunan & Pemberdayaan
Masyarakat, Pustaka Pelgjar, Yogyakarta

Sitorus Felix, 2004. Tanah, Etnissitas, dan
Kekuasaan : Dinamika Agraria pada
Komunitas Tepian Hutan di Sulawesi
Tengah. Jurnal Pembaharuan Desa dan
Agraria, Reformad Agraria: tantangan Dan
AgendaK erjaPemerintah Baru 2004 -2009
Vol.01. ISSN : 1829 — 7986.





